
BUPATI TANA TORA"IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMEzuNTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG,

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL,
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT

DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran pendapatan danBelalja Lembang Tahun Angga rar. 2024, secara tr;rnsparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dandisiplin anggaran perlu adanya pedoman penetapan
Penghasilan Tetap pemerintah kmbang, TUqfangan,
Pemerintah Lembang, Badan permusyawaratan Lembang,
Tambahan penghasilan Kepala Lembang, Honorarium
PKPKL, PPKL, Standar Biaya perjalanan Dinas dan Biaya
Transport di l,embalg;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Pedoman penetapan penghasilan Tetap pemerintah fembangl
Tunjangan pemerintah Icmbang, Badan permr"y"**"t nL,embang, Tambahan penghasilan Kepala Lembang,
Honorarium pKpKL, ppKL, Standar Biaya perjalanan Dinas
dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l9S9 Nomor
74, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
18221;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nopor
s495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerinta-h
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara
Repubiik Incionesia Tahun 2023 i'Iomor 4i, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g56);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan
Daeralr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Peratural Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
20 14 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang_Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan:Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5g64);

7. Kabupaten Tana Tora-ja peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2olg tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Neeeri Nomor g0 Tahun 2O15
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2olg
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 2 Tahun
2013 tentang penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan,
Kelurahan dan kmbang dalam Kabupaten Tana Tor4ja
(i,ernbaran Daerah Kabupaten Tana Ttraja Tahun 20i3
Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan. Kelurahan
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dan Lembang dalam Kabupaten Tana Tora-ia (Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 6;

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 2 Tahun
2015 tentang pedoman penyusunan Organisasi dan Tata
Kery'a Pemerintah Lembang (l€mbaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2Ol5 Nomor 02, Tambahan tcmbaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 0g), sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor Z Tahun 2O23 tentanq peru bahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Keqja pemerintah Lembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tor41.a Tahun 2O2J
Nomor 7) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 3 Tahun
2015 tentang Badan permusyawaratan Lembang (Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor
oe);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor41.a Nomor g Tahun
2O23 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (I*rnbaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2023 Nomor g);

13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten
Tana Tora-ja Tahun 2019 Nomor 04);

14, Peraturan Bupati Tana Torqla Nomor 64 Tahun 2023 tentang
Pen_iabaran Anggaran pendar:atan dan Belanja Daerah Tahun
Anggxan2O24;

MEMUTUSKAN:

PERATURAI{ BUPATI TEiiTAiiG pEDOiviAii pEiiETApAi.i
PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN
LEMBANG, TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG,
HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN
ANGGARAN 2024.

iviene'rapkan:

BAB I
KETENTI-IAN I-IMT_TM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. tto'nnsi ada.lah ltovrrsi Sulawesr Selatan.
3. Bup-'.i adalah Bupati Tana Tora-ia.
4' Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah, selanjutnya disingkat ApBDadalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Daerah yang dlbahas da'
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disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DpRD, dan ditefarkan dengan
Peraturan Daerah.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Tora-ia sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin peraksanaan urusan pemerintahan
yang menjacii kewenangan ciaerah otonom.
l,embang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahyang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusar pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul. da,/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat daram sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik lndonesia.
Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat kmbangsebagai unsur penyelenggara pemeria ahan l,embarrg.

10' Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BpL adalah rembagayang melaksalakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakildari penduduk rrmbang berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkansecara demokratis.
l1' Keuangan r.embang adarah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapatdinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang d.an barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewaJiban femUang.
12' Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan danpertanggungjawaban keuangal Lembang.
is' Pemegang Kekuasaan pengeioiaan Keuangan Lembang, yang seianjutnyadisingkat PKPKL, adarah kepala Lembang karena jabatannya mempunyaikewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengeroraan keuangan Lemba,g.
14' Pelaksana pengerolaan Keuangan Lembang, yang selanjutnya disingkat ppKL,

adalah oerangkat *mbang yang melaksanalan oengeloraal keuanganLembang berdasarkan keputusat kepala Lembang yang menguasakansebagian kekuasaan pKpKL.

15' Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, seranjutnya disingkat ApBL,adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Lembani.
16' Dana L'embang adarah dana yang bersumber dari anggaran dan bera,janegara yang diperuntlkkan bagi Lembang yang ditransfer merarui Erngg€rr€rnpendapatan dan belanja daerah d; digunalan untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintahan, peralsanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dal pemberdayaan masyarakat.
17' Alokasi Dana rembang, seranjutnya disingkat ADL adalah dana perimbanganyang diterima Kabupaten daram Anggaran pendapatan dan neianra DaerahKabupaten setelah dikurangi Oana Rlotasi Khusus.
i8' Penghasiian retap ariaiah penghasiian yang <iiterima oieh Kepaia i.embang <ia,
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9. Kepala Lembang
wewenang, tugas
l,embangnya dan
Daerah.
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Perangkat Lembang selama menjabat sebagai kepara r.embang dan perangkat
Lembang yang diterima setiap bulan.

19' Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diterima oleh Kepala Lembang,Perangkat Lembang, Badan permusyawaratan Lembang selama yang
bersangkutan mendudui<i jabatan rersebur yang <iirerima setiap buian.20' Perangkat kmbang lainnya adalah, sekretaris r.embang, Kepala Seksi, KepalaUrusan dan Kepala Kewilayahan.

'ENGHASTL.AN 
rErAp "r#ffiiL LEMBANG, rr_TN.TANGAN

PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

as,_i 2
(1) Penghasilan tetap. kepala Lembang, Sekretaris I-embang dan perangkat
_, Lembang lainnya dianggarkar aaamAnel yang bersumber dari ADL.(2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala kmbanghanva iireii'iairat t-rinjairgaii kepar; Leir-rbaiig ,lan per,iapatan rainiiya irar-rg

(3) Besaran penghasilan tetap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan

;::il11;* 
Lembang lainnya sebagaimana dimaksud p"a. .y"t ir) sebagai

a. besaran penghasilan tetap kepala Lembang Rp2.700.000,00 (dua jutatuj uh ratus ribu rupiah);
b. besaran penghasila, tetap sekretaris Lembang Rp2.250.000,00 (dua jutadua ratus Iima puiuh ribu rupiah); dan
c. besaran penghasiian tetap Repaia Seksi, Kepaia Urusan cian KepaiaKampong Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Lcmbang, Sekretaris Lembang,

dan Staf perargkat Lembang serta BpL
pasal 3

(l) Tunjangan Kepara Lembang, Sekretaris Lembang dan staf perangkat
l'embang serta BpL diangarkarr dalam ApBL yans bersumber dari ADL.(2) Tunjangan kepara *mbang, sekretaris Ircmbang dan staf perangkat Lembangserta BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

""ti.pI,.rf*r.(3) staf perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaioperator komputer dan staf administrasi Lembang paling ianyak 2 (dua)orang setiap Lembang.

Bagian Ketiga
Tambahan nghasilan

Pasal 4
(1) Tambahan penghasilan kepara Lembang, sekretaris r,embang dan perangkat

Icmbang lainnya dianggarkan Oalam Aigl yang bersumUer aari penrtapalaq
Asli Lembang
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(2) Tambahan Penglrasilan Kepala Lembang, Sekretaris kmbang dan Perangkat
kmbang lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) besarannya per bulan
ditetapkan dalam APBL dan sesuai dengan kemampuan keuangan Lembang.

Pasal 5
Penghasilar tetap Kepara r.emba,g, Sekretaris Lembang da, perangkat l.ernba,g
lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasar 3 ayat (2), tunjangan a.r, t"*u"rrropenghasilan kepala kmbang, selcretaris Lembang, dan staf perangkat rembangserta BPL sebagaimana dimaksud daram pasat 3 dan pasal 4 tercantum dalami,ampiran i yang merupakan bagian ya,g ticiak terpisahi<an ciari penaturan
Bupati ini.

BAB III
HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT

Bagian Kesatu
Honorarium pKpKL darr ppKL

Fasai 6

pasal 7

sebagaimana
piran II vans

Bagian Kedua
Standar Biaya pe5.alalan Dinas

pasal g
(r)

(1) Honorarium pKpKL dan ppKL dianggarkan dalam ApBL yang bersumber dariADL atau sumber lain kecua_li Dana Desa.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besamya ditetapkan perbulan sesuai kemampuan keuangan kmbang.
(3) PPKL diangkat dan diterapkan dengan keputusan Kepala Lembang selakuPKPKL dari Kepala Seksi dan Xepala Urusan.
(4) Honorarium pKpKL dan ppKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdianggarkal jika sumber dana terseiut mencukupi.

(

(2)

(3)

.t

(s)

Biaya perjalalan dinas dianggarkan dalam ApBL yang bersumber dari ADLdan sumber lain yang sah.

di Lembang berpedoman pada peraturan
tur mengenai Standar Harga Satuan Tahun

luar Kabupaten ditetapkan oleh
atau instansi terkait.

dalam daerah ditefapkan oleh :

(6)



a' Kepa-la Lembang, apabila yang ak{ melakukan perjalanan dinas adalahkepa_la Lembang, perangkat f._Ur]C, bendaharawan, dan staf perangkatl'embang; dan 
perjalanan dinas ada-lah Ketua

D)1dikeluarkan dan ditand atangani oleh

I

Bagran
Standar Bia5ra a nttrlrf

Pasal 9
(1) Biaya Transport pemerintah Lemb g diambil dari biaya operasionalPemerintah Desa yalg bersumber dari Dana Desa sebesar 3Vo (ttga persenciari Dana Desa yang <iiterima oieh setia i,embang.
2) Biaya Transport pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1ditetapkan dalam ApBL dengan berped man pada peraturan Bupati TanaToraja yang mengatur mengenai S dar Harga Satuan Tahun Anggaran2024.

)

pasal 10
Ketentuan mengenai beban pengeluaran ApBL
Peratural Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan
masing-masing Lembang yang bersangkutan sesuai
perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1l

yang belum diatur dalam
Keputusan Kepala lembang

dengan ketentuan peraturan

Ditetapkan di Mqkafe
( lanuari zozy '
TORAJA,

RERUNG

Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan dan berlaku surut
sejak tanggal 2 Januan 2024.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan DenemDatannva daram Berita Daerah Kabupaten Tana Toraia.

gsal

A

*

Diundan Makale
pada ta
Str RIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,T

RUD}ry I LOLO

n

BERITA RAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR



PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN

PEMERINTAH LEMBANG, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
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I.AMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA

NOMOR I OV 1ApuN 
'O2ATENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASII"ANTETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN

PEMERINTAH LEMBANG, BADAN

PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN

PENGHASILAN, HONORARIUM PKPKL' PPKL,

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN

BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN

ANGGARAN 2024.

Jumlah/
bulan(RP)

2.050.000,-

2.050.000,-

TORA"IA,

*

RERUNG

4 TO (ts

l

I

Tambahan
Penghasilan

TunjanganPenghasi-
Ian Tetap

Jd.batanNo.

4.200.000,-1.500.000-2.700.000,-Kepala Lembang1

2.750.000,-500.000,-2.250.000,-Sekretaris l,embang)
2.05C.000,-Kepala SeksiJ

2.050.000,-Kepala Urusan4
2.050.000,-2.050.000,-Kepala KamPong5

1.000.000,-1.000.000,Staf Perangkat
Lembang

6

1.200.o00,-1.200.ooo,Ketua BPL7
1.000.000,-1.000.000,Wakil Ketua BPL8

800.000,-800.000,-Sekretaris BPL9
600.000,-600.000,-Anggota BPL10.
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA
NOMOR I o, f}J.{!'t't 7a4

TENTANG i

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILANTETAP
PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN
PEMERINTAH LEMBANG, BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG, TAMBAHAN
PENGHASILAN, HONORARIUM PKPKL, PPKL,
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN
BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN
ANGGARAN 2024.

HONORARIUM PKPKL DAN PPKL

No. Jabatan

Kasi Pemerintahan

Jabatan Tim Satuan Diterima
/Eltit6h

Pelaksana Keeiatan l2 c)B 200.000

",i
A TORA"TA

*

6

q

EOFIL_t

1

*

U {LLORERUNG

1 Kepala l,embang Penanggungiawab / PKPKL L2 OB 500.000
2 Sekretaris l,embang Koordinator PPKL 12 0B 300.ooo

I fepafa Urusan KeuanganJ Fungsi Kebendah araan 12 0B 250.OOO

4 Kaur Umum Pelaksana Kegiatan 12 0B 200.000

12 0B 200.ooo5 Kaur Perencanaan dan
Pelaporan

Pelaksana Kegiatan

T2 OB 200.oo07 Kasi Pembangunan Pelaksana Kegiatan

12 0B 200.0008 Kasi Kemasyarakatan Pelaksana Kegiatan


